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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 54 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :  bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Purwakarta;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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16.

17.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi dan  Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia



24,

26.

27.

Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 22, seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025.
(Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembar Daerah Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);



Menetapkan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun
2018

— 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Nomor 3);

30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2022 Nomor );

31 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor );

32  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

Bupati adalah Bupati Purwakarta;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian



sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah;

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta
mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan
capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3
Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu :
a. sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2018-2023;
b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;

c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan
penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun
tingkatan pemerintahan;

d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah
berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;



(1)

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai

berikut :

BABI

BABII

BABIII

BABIV

BABV

PENDAHULUAN

11  Latar Belakang

12 Landasan Hukum

13 Maksud dan Tujuan

14 Sistematika Penulisan

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

21

24

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH

31 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

32  Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
33 Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

PENUTUP



(2)  Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada

masing-masing Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana
dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Rumah Sakit Bayu Asih

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

6. Satuan Polisi Pamong Praja

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

11. Dinas Pangan dan Pertanian

12. Dinas Lingkungan Hidup

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan

17. Dinas Komunikasi dan Informatika

18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan

Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

22. Dinas Perikanan dan Peternakan



23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD

25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari

47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPD

Kabupaten Purwakarta



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Purwakarta

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetépkdoadi RlirWakavielada
tandgatag pgir022

2 WARKARTA,

QU

v 2 4

LA USTISTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Juli 2022




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
mmw BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JI. Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Purwakarta 41112
email : bpbdpurwakarta@gmail.com No. Telp 08111440117

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR :

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk melaksankan pembangunan daerah
yang terarah, terkoordinatif, efektif, dan efisien serta untuk
melaksanakan kententuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang diartikan sebagai Dokumen
Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1
(satu) tahun ;

b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih
efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2023 perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daearh Kabupaten Dalam Lingkungan
propinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor
47, TLNRI Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor
139, TLNRI Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah
dalam Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2019 Tahun 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

Peraturan Presiden No. 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana pada Keadaan tertentu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 46 tahun
2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



Menetapkan

KESATU

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi dan  Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 — 2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Memutuskan

Membentuk tim penyusunan Renja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupateh Purwakarta Tahun 2023 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini.
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Tim penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dimaksud dalam Diktum
kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam
menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2023.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
Rahmat dan Hidayah-Nya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
konstribusi dalam Penyusunan ini.

Renja BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan dokumen
Perancanaan BPBD untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis BPBD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023. Dokumen ini memberikan
gambaran tentang Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan yang dijadikan pedoman
dalam menyusun dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023
di BPBD Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Renja ini Semua Unit kerja
berkewajiban melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan dengan penuh rasa
tanggungjawab serta dapat memperjelas kondisi aktual dan tingkat pencapaian
kinerja sub urusan bencana di BPBD Kabupaten Purwakarta.

Semoga dokumen Renja BPBD kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini dapat
menghasilkan perencanaan yang inovatif untuk mendukung Terwujudnya Purwakarta
aman dari bencana serta pencapaian Visi dan Misi kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Juli 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta
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JUDDY HERDIANAS, S.IP, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Purwakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Purwakrta merupakan Perangkat Daerah Tipe B. Badan merupakan Perangkat Daerah
pelaksana fungsi penunjang lainnya, sesuai ketentuan perundangundangan
Penanggulangan Bencana, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati dan dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris
Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Purwakarta,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta juga Menyusun
Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah vyang akan digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Hal ini sejalan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas
dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten
Purwakarta.

Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan
dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Selain itu, Rencana Kerja juga
merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang
terkait dan berkepentingan dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran
dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Purwakarta Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai panduan pelaksanaan
kegiatan satu tahun anggaran yang sudah termuat dalam dokumen RKPD, Renstra



Perangkat Daerah dan APBD. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta bersinergi dengan standar

pelayanan minimal sebagai tolak ukur capaian kinerja dalam memberikan pelayanan

pada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2

Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan Renja

BPBD Kabupten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.

10.

11.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daearh Kabupaten
Dalam Lingkungan propinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 Nomor 31, TLNRI
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI
Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI
Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82,
TLNRI Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan
Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Tahun 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

Peraturan Presiden No. 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana pada Keadaan tertentu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 46 tahun 2008
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 3
Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota;



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta;

26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 —2023;

28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan arah kebijakan
Pembangunan Daerah dan tolak ukur penilaian kinerja yang akan dilaksanakan di
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksankan
tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 adalah mewujudkan sinergitas antar
dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Badan
penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

1.4  Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat
Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan
antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra
Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja
Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD



BAB Il

BAB Il

BAB IV

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang STOK, kewenangan Perangkat Daerah,
serta pedoman vyang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Membuat penjelsan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengurai pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,
serta susunan garis besar isi dokumen.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan
capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29).
Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan

kegiatan Renja BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang
dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30).
Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi BPBD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2021.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah.
Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi BPBD Provinsi Jawa Barat.

2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel T-C.31).
Menjelaskan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
ke dalam Renja BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel
T-C.32).

Menjelaskan hasil penelahaan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat Tahun 2019 ke dalam Renja BPBD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja
BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



@ Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan sub
kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan
dalam table matrik

BABV . PENUTUP
Berisikan uraian penutup




BAB Il HASIL EVALUASI RENJA PERANGAKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas
kinerja instansi pemerintah, melalui penilaian pemenuhan target program/kegiatan.
Berdasarkan evaluasi dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak
terpenuhi/melebihi;

Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Evaluasi Renja BPBD Kaabupaten Purwakarta pada tahun 2021 menilai
pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2021 yang dibandingkan dengan Renstra BPBD Tahun
2018-2023 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta 2018-2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Rencana Stategis

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dilakukan untuk mengetahui
capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta tahun
2022 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja
program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian
program/kegiatan maupun realisasi.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari
hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya
dan disesuaikan dengan Renja Tahun Anggaran yang sedang berjalan. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun lalu telah
melaksanakan 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) sub
kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Seksi
Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Seksi Kedaruratan dan Logistik.

Program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dapat dievaluasi pelaksanaannya sebagaimana
tabel di bawah ini:



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Tabel T-C.29.

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s / d Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi . Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat
. Kinerja Target Program Daerah s/d Tahun 2021
. Capaian A )
Urusan/Bidang Urusan . N Hasil dan Kegiatan
) Indikator Kinerja Program . A . )
Pemerintahan Daerah dan Program . Realisasi (Renja Realisasi Tingkat
Kode . Program (outcome) / (Renstra Target Renja A . . .
Program/ Kegiatan / . dan Renja Tingkat Perangkat Capaian Capaian
. Kegiatan (output) Perangkat Perangkat . o
SubKegiatan Keluaran Perangkat Realisasi Daerah Tahun Program dan Realisasi
Daerah) Tahun . Daerah >
2021 Kegiatan Tahun (n-2) Daerah (%) n-1) Kegiatan s/d Target
s/d dengan Tahun (n-2) Tahun 2021 Renstra (%)
Tahun (n-3)
1 2 3 4 5 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
Urusan Wajib Pelayanan
Dasar Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
Program Penanggulangan
Bencana
Persentase Pelayanan 100; 100; 100 98 Persen 98%
Informasi Rawan Persen
Bencana; Persentase
Pelayanan
Pelayanan Informasi Rawan Pen.ceg?han dan
Bencana Kabupaten/Kota Kesiapsiagaan
Terhada Bencana;
Persentase Pelayanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana




Realisasi e Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat
. Kinerja Target Program Daerah s/d Tahun 2021
Urusan/Bidang Urusan . — Capaian Hasil dan Kegiatan
. Indikator Kinerja Program L . L .
Pemerintahan Daerah dan Program X Realisasi (Renja Realisasi Tingkat
Kode . Program (outcome) / (Renstra Target Renja A . . .
Program/ Kegiatan / . dan Renja Tingkat Perangkat Capaian Capaian
) Kegiatan (output) Perangkat Perangkat e o
SubKegiatan Daerah) Tahun Keluaran Daerah Perangkat Realisasi Daerah Tahun Program dan Realisasi
2021 Kegiatan Tahun (n-2) Daerah (%) n-1) Kegiatan s/d Target
s/d dengan Tahun (n-2) Tahun 2021 Renstra (%)
Tahun (n-3)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Persentase (%) 100 Persen 100 Persen 98%
Penyusunan Kajian Risiko Penyelesaian
Bencana Kabupaten/Kota dokumen sampai
dinyatakan sah/legal
Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah sosialisai yang 4 Kegiatan - 0%
Informasi dan Edukasi (KIE) dilaksanakan
Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)
Persentase Pelayanan 100; 100; 100 84,5% 85%
Informasi Rawan Persen
Bencana; Persentase
Pelayanan
Pelayanan Pencegahan dan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Terhada Bencana;
Persentase Pelayanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana
Penyusunan Rencana Persentase (%) 100 Persen - 0%
Penanggulangan Bencana Penyelesaian
Kabupaten/Kota dokumen sampai
dinyatakan sah/legal
Pelatihan Pencegahan dan Persentase (%) jumlah 100 Persen - 0%
Mitigasi Bencana aparatur dan Warga
Kabupaten/ Kota Negara yang ikut
pelatihan
Pengendalian Operasi dan Pengendalian Operasi 100 Persen 45 Persen 45%
Penyediaan Sarana dan Penyediaan
Prasarana Kesiapsiagaan Sarana Prasarana




Realisasi e Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat
. Kinerja Target Program Daerah s/d Tahun 2021
Urusan/Bidang Urusan . — Capaian Hasil dan Kegiatan
. Indikator Kinerja Program L . L .
Pemerintahan Daerah dan Program X Realisasi (Renja Realisasi Tingkat
Kode . Program (outcome) / (Renstra Target Renja A . . .
Program/ Kegiatan / . dan Renja Tingkat Perangkat Capaian Capaian
) Kegiatan (output) Perangkat Perangkat e o
SubKegiatan Daerah) Tahun Keluaran Daerah Perangkat Realisasi Daerah Tahun Program dan Realisasi
2021 Kegiatan Tahun (n-2) Daerah (%) n-1) Kegiatan s/d Target
s/d dengan Tahun (n-2) Tahun 2021 Renstra (%)
Tahun (n-3)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
terhadap Bencana Kesiapsiagaan
Kabupaten/Kota Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Persentase (%) jumlah 100 Persen 86 Persen 86%
Perlindungan dan Warga Negara yang
Kesiapsiagaan terhadap mendapat
Bencana peralatan dan
perlindungan
Pengelolaan Risiko Bencana Persentase (%) 100 Persen - 0%
Kabupaten/Kota Penyelesaian
dokumen sampai
dinyatakan sah/legal
Penguatan Kapasitas Persentase (%) jumlah 100 Persen - 0%
Kawasan untuk Pencegahan kawasan yang sudah
dan Kesiapsiagaan
Penanganan Pascabencana Persentase (%) 100 Persen 99 Persen 99%
Kabupaten/Kota jumalah penanganan
pasca bencana
Pengembangan Kapasitas Persentase (%) jumlah 100 Persen 96 Persen 96%
Tim Reaksi Cepat (TRC) anggota yang ikut
Bencana Kabupaten/Kota pelatihan
Penyusunan Rencana Persentase (%) 100 Persen - 0%
Kontijensi Penyelesaian
dokumen sampai
dinyatakan sah/legal
Gladi Kesiapsiagaan Jumlah kegiatan Gladi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 98%
terhadap Bencana Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana




Realisasi e Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat
. Kinerja Target Program Daerah s/d Tahun 2021
Urusan/Bidang Urusan . — Capaian Hasil dan Kegiatan
. Indikator Kinerja Program L . L .
Pemerintahan Daerah dan Program X Realisasi (Renja Realisasi Tingkat
Kode . Program (outcome) / (Renstra Target Renja A . . .
Program/ Kegiatan / . dan Renja Tingkat Perangkat Capaian Capaian
) Kegiatan (output) Perangkat Perangkat e o
SubKegiatan Daerah) Tahun Keluaran Daerah Perangkat Realisasi Daerah Tahun Program dan Realisasi
2021 Kegiatan Tahun (n-2) Daerah (%) n-1) Kegiatan s/d Target
s/d dengan Tahun (n-2) Tahun 2021 Renstra (%)
Tahun (n-3)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen 1 Dokumen - 0%
Penanggulangan Penyusunan Rencana
Kedaruratan Bencana Penanggulangan

Kedaruratan Bencana
Pelayanan Penyelamatan Persentase Pelayanan 100; 100; 100 96 Persen 96%
dan Evakuasi Korban Informasi Rawan Persen
Bencana Bencana; Persentase

Pelayanan

Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

Terhada Bencana;

Persentase Pelayanan

Penyelamatan dan

Evakuasi Korban

Bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Persentase kecepatan 100 Persen 93 Persen 93%
Biasa Penyakit/Wabah respon kurang dari 24
Zoonosis Prioritas jam untuk setiap

status KLB (%)
Respon Cepat Darurat Persentase (%) 100 Persen 88 Persen 88%
Bencana Kabupaten/Kota kecepatan respon

kurang dari 24 jam

untuk setiap status

darurat bencana
Pencarian, Pertolongan dan Persentase (%) jumlah 100 Persen - 0%
Evakuasi Korban Bencana korban berhasil dicari,
Kabupaten/Kota ditolong dan di

evakuasi terhadap

kejadian bencana.




Realisasi e Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat
. Kinerja Target Program Daerah s/d Tahun 2021
Urusan/Bidang Urusan . — Capaian Hasil dan Kegiatan
. Indikator Kinerja Program L . L .
Pemerintahan Daerah dan Program X Realisasi (Renja Realisasi Tingkat
Kode . Program (outcome) / (Renstra Target Renja A . . .
Program/ Kegiatan / . dan Renja Tingkat Perangkat Capaian Capaian
) Kegiatan (output) Perangkat Perangkat e o
SubKegiatan Daerah) Tahun Keluaran Daerah Perangkat Realisasi Daerah Tahun Program dan Realisasi
2021 Kegiatan Tahun (n-2) Daerah (%) n-1) Kegiatan s/d Target
s/d dengan Tahun (n-2) Tahun 2021 Renstra (%)
Tahun (n-3)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Penyediaan Logistik Persentase (%) jumlah 100 Persen 96 Persen 96%
Penyelamatan dan Evakuasi logistik yg
Korban Bencana distribusikan
Kabupaten/Kota
Aktivasi Sistem Komando Terlaksananya aktivasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Penanganan Darurat sistem komando
Bencana
Respon Cepat Bencana Non Jumlah terlaksanaya 1 Kegiatan 1 Kegiatan 97%
Alam Epidemi/Wabah Respon Cepat
Penyakit Bencana Non Alam

Epidemi/Wabah

Penyakit
Penataan Sistem Dasar Persentase Pelayanan 100; 100; 100 - 96%
Penanggulangan Bencana Informasi Rawan Persen

Bencana; Persentase

Pelayanan

Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

Terhada Bencana;

Persentase Pelayanan

Penyelamatan dan

Evakuasi Korban

Bencana
Penguatan Kelembagaan Persentase (%) 100 Persen - 0%
Bencana Kabupaten/Kota penyelesaian

dokumen

kelembagaan sampai

dinyatakan sah/legal




Pemanfaatan Sistem
Informasi Kebencanaan

Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sistem
Informasi
Kebencanaan

Realisasi e Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat
& . ! Kinerja 5 Target Program Daerah s/d Tahun 2021
. Capaian A .
Urusan/Bidang Urusan . — Hasil dan Kegiatan
. Indikator Kinerja Program L . N .
Pemerintahan Daerah dan Program X Realisasi (Renja Realisasi Tingkat
Kode . Program (outcome) / (Renstra Target Renja A . . .
Program/ Kegiatan / . dan Renja Tingkat Perangkat Capaian Capaian
) Kegiatan (output) Perangkat Perangkat e o
SubKegiatan Daerah) Tahun Keluaran Daerah Perangkat Realisasi Daerah Tahun Program dan Realisasi
2021 Kegiatan Tahun (n-2) Daerah (%) n-1) Kegiatan s/d Target
s/d dengan Tahun (n-2) Tahun 2021 Renstra (%)
Tahun (n-3)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Kerjasama antar Lembaga Persentase (%) jumlah 100 Persen - 0%
dan Kemitraan dalam kerjasama yang sudah
Penanggulangan Bencana dilakukan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Terlaksananya 1 Sitem 1 Sitem 100%




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya 100%. Hal
ini dikarenakan Kabupaten Purwakarta sebagai Masih minimnya pengetahuan
masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu
diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu
kesadaran masyarakat Kabupaten Purwakarta yang hidup di daerah rawan bencana
untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau
meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim
karena BPBD Kabupaten Purwakarta baru memiliki Perda No. 4 tahun 2011 tentang
Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk
melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Purwakarta
sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang
terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung
lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD
Kabupaten Purwakarta terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Pencapaian kinerja pelayana Badan Penanggulangan Bencana Daerah disajikan pada
tabel T-C.30 sebagai berikut:



Table T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
. . Tahun Tahun Catatan
No Indikator SPM / Standar Nasional IKK L.
/ Tahun Tahun Tahun 2023 | Tahun2020 | Tahun2021 | '2huP 2023 Analisis
2020 2021 2022 (Thn (Thn n-2) (Thn n-1) 2022 (Thn
(Thn n-2) | (Thnn-1) (Thn n) n+1) (Thn n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase Pelayanan 100 100 100 97.94 100 100
Informasi Rawan Bencana
Persentase 100 100 100 84.54 100 100
Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Terhada Bencana
Persentase 100 100 100 95.70 100 100
Pelayanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana




2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

mempunyai tugas:

1.

menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara

menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala
Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
darurat bencana;

mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran vyang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas dimaksud BPBD mempunyai fungsi:

1.

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh;

Pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan penanggulangan bencana;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan
bencana;

Pelaksanaan administrasi pemerintahan Perangkat Daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau ketentuan
perundang-undangan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Purwakarta tidak

terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1.

Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal
penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra,
tanggap, pasca) dan lintas sektor;

Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan
bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
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10.

11.

12.

13.
14.

Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart nasional;
Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat
dan pasca bencana;

Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
Belum adanya kajian risiko bencana dan pemetaannya;

Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana
Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan
logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena
ketersediaan anggaran yang terbatas;

Belum terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang tersusun dan terstruktur sesuai
dengan tingkat keahlian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
Belum tersedianya sarana prasarana dan peralatan yang memadai dengan
personil yang terlatih sesuai dengan tingkat keahlian dalam penyelenggaraan
pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS) sebagai pusat data dan
pengendalian dalam operasi BPBD;

Belum adanya kajian resiko, rencana aksi penanggulangan bencana non alam;
Belum adanya tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana non alam
dalam hal ini (virus pademi covid-19).

Isu-isu penting yang dapat diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah yaitu:

1.
2.

Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;

Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan
bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB);

Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada
masyarakat;

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;

Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;

Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa
penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan
kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;

Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana;
Merencanakan, melaksanakan, menyusun dan berkoordinasi dalam
pencegahan penyebarluasan virus pademi covid-19 pada semua perangkat
daerah, lintas lembaga, TNI, Polri, Akademisi, Pakar/Ahli, Stake Holder,
pemuka agama dan semua lapisan masyarakat.



Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Purwakarta yaitu “Mewujudkan
Purwakarta Istimewa”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018 — 2023, khususnya Misi 2 : “Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional” Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik dan efektif dan Sasaran 1 : Meningkatnya Penerapan

Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

24 Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel T-C.31)

Program / Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan hasil rumusan dan usulan dari tingkat desa
hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para
pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan
masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan
aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan
secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislative, reses atau kebijakan-
kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling. Dalam pelaksanaannya
terdapat kegaiatan yang insidentil dan harus segera ditangani seperti kejadian
kebakaran. Usulan Program dari parapemangku kepentingan tahun 2023 disajikan
pada Tabel T-C.31 sebagai berikut:



Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kabupaten Purwakarta

Lembar..... Dari.....

Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah

Kab. Purwakarta

Persentase Pemenuhan
Penunjang Pelayanan
Perkantoran

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah

Kab. Purwakarta

Persentase Pemenuhan
Penunjang Pelayanan
Perkantoran

Catatan
No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Penting
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Program Penunjang Urusan Kab. Purwakarta [Capaian SAKIP 6.771.532.761 Program Penunjang Urusan Kab. Purwakarta [Capaian SAKIP 6.771.532.761

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Kab. Purwakarta

umlah Sub Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

[80.000.000

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Kab. Purwakarta

lumlah Sub Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

180.000.000

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Kab. Purwakarta

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

10.000.000

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Kab. Purwakarta

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

10.000.000

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Kab. Purwakarta

lumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

10.000.000

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Kab. Purwakarta

Jumlah Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

10.000.000

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Kab. Purwakarta

lumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

10.000.000

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Kab. Purwakarta

lumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

10.000.000




o

Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif E::‘atti::
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi dan Penyusunan Kab. Purwakarta lumlah Dokumen DPA- 10.000.000 [Koordinasi dan Penyusunan Kab. Purwakarta Jumlah Dokumen DPA- 10.000.000
DPA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil DPA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan

Dokumen DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Kab. Purwakarta  Pumlah Dokumen 10.000.000 [Koordinasi dan Penyusunan Kab. Purwakarta  lumlah Dokumen 10.000.000
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD

dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan

DPA-SKPD DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Kab. Purwakarta  Jumlah Laporan Capaian 10.000.000 [Koordinasi dan Penyusunan Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan Capaian 10.000.000
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD

dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 20.000.000 |Evaluasi Kinerja Perangkat Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 20.000.000

Daerah

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Daerah

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

[Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Kab. Purwakarta

Uumlah Sub Kegiatan
IAdministrasi Keuangan
Perangkat Daerah

2.530.000.000

[Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Kab. Purwakarta

Jumlah Sub Kegiatan
[Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

2.530.000.000

Penyediaan Gaji dan
[Tunjangan ASN

Kab. Purwakarta

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan

[Tunjangan ASN

2.500.000.000

Penyediaan Gaji dan
[Tunjangan ASN

Kab. Purwakarta

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan

[Tunjangan ASN

2.500.000.000




Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif E::‘atti::
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Administrasi Kab. Purwakarta  Pumlah Dokumen 10.000.000 Penyediaan Administrasi Kab. Purwakarta  flumlah Dokumen 10.000.000
Pelaksanaan Tugas ASN Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN Hasil Penyediaan
[Administrasi Administrasi
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas
JASN ASN
Koordinasi dan Penyusunan Kab. Purwakarta ~ pumlah Laporan 10.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Kab. Purwakarta  pumlan Laporan 10.000.000
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
skPD Koordinasi Penyusunan skPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan Akhir
Koordinasi dan Penyusunan Kab. Purwakarta  Jumlah Laporan 10.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 10.000.000
Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/ Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semest Triwulanan/ Bulanan/Triwulanan/Semeste Triwulanan/
eran SKPD Semesteran SKPD dan ran SKPD Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/sS Bulanan/Triwulanan/S
lemesteran SKPD lemesteran SKPD
JAdministrasi Barang Milik Kab. Purwakarta  PJumlah Sub Kegiatan 30.000.000 [Administrasi Barang Milik Daerah| Kab. Purwakarta Pumlah Sub Kegiatan 30.000.000
Daerah pada Perangkat Daerah IAdministrasi Barang pada Perangkat Daerah IAdministrasi Barang
Milik Daerah pada Milik Daerah pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kab. Purwakarta  Pumlah Rencana 10.000.000 Penyusunan Perencanaan Kab. Purwakarta Jumlah Rencana 10.000.000

Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
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Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Penting
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi dan Penilaian Kab. Purwakarta umlah Laporan Hasil 10.000.000 |Koordinasi dan Penilaian Kab. Purwakarta Pumlah Laporan Hasil 10.000.000
Barang Milik Daerah SKPD Penilaian Barang Milik Barang Milik Daerah SKPD Penilaian Barang Milik

Daerah dan Hasil Daerah dan Hasil

Koordinasi Penilaian Koordinasi Penilaian

Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah

SKPD SKPD
Rekonsiliasi dan  Penyusunan| Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 10.000.000 [Rekonsiliasi dan  Penyusunan | Kab. Purwakarta Jumlah Laporan 10.000.000
Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dan
pada SKPD Penyusunan Laporan pada SKPD Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah

pada SKPD pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Kab. Purwakarta PJumlah Sub Kegiatan 295.000.000 [Administrasi Kepegawaian Kab. Purwakarta plumlah Sub Kegiatan 295.000.000
Perangkat Daerah IAdministrasi Perangkat Daerah IAdministrasi

Kepegawaian Kepegawaian

Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan Kab. Purwakarta  Pumlah Unit Peningkatan 15.000.000 |Peningkatan Sarana dan Kab. Purwakarta  Pumlah Unit Peningkatan 15.000.000
Prasarana Disiplin Pegawai Sarana dan Prasarana Prasarana Disiplin Pegawai Sarana dan Prasarana

Disiplin Disiplin

Pegawai Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Kab. Purwakarta  Jumlah Paket Pakaian 150.000.000 |Pengadaan Pakaian Dinas Kab. Purwakarta Pumlah Paket Pakaian 150.000.000
Beserta Atribut Dinas beserta Atribut Beserta Atribut Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapannya Kelengkapan
Pendataan dan Pengolahan Kab. Purwakarta  Jumlah Dokumen 10.000.000 [Pendataan dan Pengolahan Kab. Purwakarta Pumlah Dokumen 10.000.000
[Administrasi Kepegawaian Pendataan dan IAdministrasi Kepegawaian Pendataan dan

Pengolahan Pengolahan

IAdministrasi Administrasi

Kepegawaian Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Kab. Purwakarta  Jlumlah Dokumen Hasil 10.000.000 [Koordinasi dan Pelaksanaan Kab. Purwakarta  Pumlah Dokumen Hasil 10.000.000

Sistem Informasi Kepegawaian

Koordinasi dan
Pelaksanaaan Sistem

Informasi
Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian

Koordinasi dan
Pelaksanaaan Sistem

Informasi
Kepegawaian
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Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Penting
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Monitoring, Evaluasi, dan Kab. Purwakarta Jumlah Dokumen 10.000.000 [Monitoring, Evaluasi, dan Kab. Purwakarta Pumlah Dokumen 10.000.000
Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi,

dan Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja

Pegawai Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Kab. Purwakarta  flumlah Pegawai 100.000.000 |Pendidikan dan Pelatihan Kab. Purwakarta  Plumlah Pegawai 100.000.000
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Fungsi yang Mengikuti Fungsi Fungsi yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Kab. Purwakarta Pumlah Sub Kegiatan 610.000.000 [Administrasi Umum Kab. Purwakarta pumlah Sub Kegiatan 610.000.000
Perangkat Daerah IAdministrasi Umum Perangkat Daerah JAdministrasi  Umum

Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Purwakarta  Jumlah Paket 150.000.000 |Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Purwakarta  Pumlah Paket 150.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Instalasi
Kantor Listrik/Penerangan Kantor Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Bangunan Kantor

ang Disediakan yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Kab. Purwakarta  Jumlah Paket Peralatan 200.000.000 [Penyediaan Peralatan dan Kab. Purwakarta  Pumlah Paket Peralatan 200.000.000
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Kab. Purwakarta  Pumlah Paket 75.000.000 [Penyediaan Peralatan Rumah Kab. Purwakarta  Pumlah Paket 75.000.000
Rumah Tangga Peralatan Rumah [Tangga Peralatan Rumah

[Tangga yang [Tangga yang

Disediakan Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kab. Purwakarta  Jumlah Paket Bahan 25.000.000 [Penyediaan Bahan Logistik Kab. Purwakarta Pumlah Paket Bahan 25.000.000
Kantor Logistik Kantor yang Kantor Logistik Kantor yang

Disediakan Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. Purwakarta  Pumlah Paket Barang 25.000.000 [Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. Purwakarta PJumlah Paket Barang 25.000.000
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan

Penggandaan yang Penggandaan yang

Disediakan Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 25.000.000 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 25.000.000

Fasilitasi Kunjungan
[Tamu

Fasilitasi Kunjungan
[Tamu
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Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Penting
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyelenggaraan Rapat Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 100.000.000 [Penyelenggaraan Rapat Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 100.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan SKPD Koordinasi dan

Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Kab. Purwakarta  Jumlah Dokumen 10.000.000 [Dukungan Pelaksanaan Kab. Purwakarta Pumlah Dokumen 10.000.000
Sistem Pemerintahan Dukungan Sistem Pemerintahan Dukungan
Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem
SKPD Pemerintahan SKPD Pemerintahan
Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
Pengadaan Barang Milik Kab. Purwakarta Pumlah Sub Kegiatan 1.171.532.761 |[Pengadaan Barang Milik Kab. Purwakarta plumlah Sub Kegiatan 1.171.532.761
Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Barang
Pemerintah Daerah Milik Daerah Pemerintah Daerah Milik Daerah
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Kab. Purwakarta  Pumlah Unit Kendaraan 350.000.000 |Pengadaan Kendaraan Kab. Purwakarta Pumlah Unit Kendaraan 350.000.000
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
yang yang
Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. Purwakarta  Jumlah Unit 449.032.761 [Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. Purwakarta  Pumlah Unit 449.032.761
Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas
(Operasional atau Operasional atau
Lapangan yang Lapangan yang
Disediakan Disediakan
Pengadaan Mebel Kab. Purwakarta  Pumlah Paket Mebel 75.000.000 [Pengadaan Mebel Kab. Purwakarta  plumlah Paket Mebel 75.000.000
lyang Disediakan yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Kab. Purwakarta ~ Pumlah Unit Peralatan 15.000.000 [Pengadaan Peralatan dan Kab. Purwakarta  Jumlah Unit Peralatan 15.000.000
Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang
Disediakan Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor Kab. Purwakarta  Pumlah Unit Gedung 132.500.000 [Pengadaan Gedung Kantor Kab. Purwakarta  plumlah Unit Gedung 132.500.000

atau Bangunan Lainnya

Kantor atau Bangunan

Lainnya yang
Disediakan

atau Bangunan Lainnya

Kantor atau Bangunan

Lainnya yang
Disediakan
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Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Penting
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Sarana dan Kab. Purwakarta  Pumlah Unit Sarana 75.000.000 [Pengadaan Sarana dan Kab. Purwakarta  Pumlah Unit Sarana 75.000.000
Prasarana Gedung Kantor dan Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor dan Prasarana Gedung
atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan

Lainnya Lainnya

lyang Disediakan yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Kab. Purwakarta  Pumlah Unit Sarana dan 75.000.000 |Pengadaan Sarana dan Kab. Purwakarta  Pumlah Unit Sarana dan 75.000.000
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Penyediaan Jasa Penunjang Kab. Purwakarta  Pumlah Sub Kegiatan 1.885.000.000 [Penyediaan Jasa Penunjang Kab. Purwakarta  Pumlah Sub Kegiatan 1.885.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Kab. Purwakarta  Jumlah Laporan 10.000.000 [Penyediaan Jasa Surat Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 10.000.000
Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab. Purwakarta  Jumlah Laporan 100.000.000 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 100.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik

lyang Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan Kab. Purwakarta  Jumlah Laporan 10.000.000 [Penyediaan Jasa Peralatan Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 10.000.000
dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa

Peralatan dan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor

ang Disediakan yang Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 1.765.000.000 [Penyediaan Jasa Pelayanan Kab. Purwakarta  PJumlah Laporan 1.765.000.000

Umum Kantor

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum

Kantor yang
Disediakan

Umum Kantor

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum

Kantor yang
Disediakan
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Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Penting
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan Barang Milik Kab. Purwakarta Pumlah Sub Kegiatan 190.000.000 |Pemeliharaan Barang Milik Kab. Purwakarta Pumlah Sub Kegiatan 190.000.000
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang
Pemerintahan Daerah Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kab. Purwakarta Jlumlah Kendaraan 35.000.000 [Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kab. Purwakarta Pumlah Kendaraan 35.000.000
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau
Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan ang Dipelihara dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kab. Purwakarta  Jumlah Kendaraan Dinas 38.000.000 [Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kab. Purwakarta Jumlah Kendaraan Dinas 38.000.000
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan (Operasional atau Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau
Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan yang Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan yang
Operasional atau Lapangan Dipelihara dan Operasional atau Lapangan Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan dibayarkan Pajak dan
Pemeliharaan Mebel Kab. Purwakarta  Pumlah Mebel yang 12.000.000 [Pemeliharaan Mebel Kab. Purwakarta flumlah Mebel yang 12.000.000
Dipelihara Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Kab. Purwakarta  Pumlah Peralatan dan 15.000.000 [Pemeliharaan Peralatan dan Kab. Purwakarta  umlah Peralatan dan 15.000.000
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Purwakarta  Jumlah Gedung Kantor 30.000.000 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Purwakarta Pumlah Gedung Kantor 30.000.000
Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya
Lainnya lyang Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilit asi Dipelihara/Direhabilit asi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Purwakarta  Pumlah Sarana dan 30.000.000 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Purwakarta  Pumlah Sarana dan 30.000.000

Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya
ang

Dipelihara/Direhabilit asi

Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilit asi
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Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Penting
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Purwakarta Pumlah Sarana dan 30.000.000 [Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Purwakarta Jumlah Sarana dan 30.000.000

Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilit asi

Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilit asi

PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA

Kab. Purwakarta

Persentase Pelayanan
Informasi Rawan
Bencana;

3.620.985.756

Kab. Purwakarta

Persentase Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana;

Kab. Purwakarta

Persentase Pelayanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana

PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA

Kab. Purwakarta

Persentase Pelayanan
Informasi Rawan
Bencana;

Kab. Purwakarta

Persentase Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana;

Kab. Purwakarta

Persentase Pelayanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana|

3.620.985.756

Bencana Kabupaten/Kota

Risiko Bencana yang
Dilegalisasi

Bencana Kabupaten/Kota

Risiko Bencana yang
Dilegalisasi

Pelayanan Informasi Rawan Kab. Purwakarta |Pelayanan Informasi 685.985.756 [Pelayanan Informasi Rawan Kab. Purwakarta |Pelayanan Informasi 685.985.756
Bencana Kabupaten/Kota Rawan Bencana Bencana Kabupaten/Kota Rawan Bencana

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyusunan Kajian Risiko Kab. Purwakarta  lumlah Dokumen Kajian 400.000.000 |Penyusunan Kajian Risiko Kab. Purwakarta plumlah Dokumen Kajian 400.000.000
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Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Penting
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sosialisasi, Komunikasi, Kab. Purwakarta  Pumlah Orang yang 285.985.756 [Sosialisasi, Komunikasi, Kab. Purwakarta  Jumlah Orang yang 285.985.756

Informasi dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)

Mendapatkan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Rawan
Bencana Kabupaten/Kota
(Per Jenis Bencana)
Secara Tatap Muka
kepada Penduduk yang
Tinggal di Daerah Rawan
Bencana Sesuai Jenis
IAncaman yang Ada di
Kawasan Tempat
[Tinggalnya

Informasi dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)

Mendapatkan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Rawan
Bencana Kabupaten/Kota
(Per Jenis Bencana)
Secara Tatap Muka
kepada Penduduk yang
[Tinggal di Daerah Rawan
Bencana Sesuai Jenis
lAncaman yang Ada di
Kawasan Tempat
[Tinggalnya

Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana

Kab. Purwakarta

Jumlah Sub Kegiatan
Pelayanan Pencegahan

dan Kesiapsiagaan
[Terhadap Bencana

1.825.000.000

Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana

Kab. Purwakarta

Jumlah Sub Kegiatan
Pelayanan Pencegahan

dan Kesiapsiagaan
[Terhadap Bencana

1.825.000.000

Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota

dan Aparatur yang
Mengikuti Pelatihan
Pencegahan dan Mitigasi
Bencana

Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota

dan Aparatur yang
Mengikuti Pelatihan
Pencegahan dan Mitigasi
Bencana

Penyusunan Rencana Kab. Purwakarta  Jumlah Dokumen 325.000.000 |Penyusunan Rencana Kab. Purwakarta  Pumlah Dokumen 325.000.000
Penanggulangan Bencana Rencana Penanggulangan Bencana Rencana
Kabupaten/Kota Penanggulangan Kabupaten/Kota Penanggulangan
Bencana yang Bencana yang
Dilegalisasi Dilegalisasi
Pelatihan Pencegahan dan Kab. Purwakarta  Pumlah Warga Negara 150.000.000 |Pelatihan Pencegahan dan Kab. Purwakarta Pumlah Warga Negara 150.000.000
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Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif E::‘atti::
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengendalian Operasi dan Kab. Purwakarta  Pumlah Dokumen 200.000.000 |Pengendalian Operasi dan Kab. Purwakarta  flumlah Dokumen 200.000.000
Penyediaan Sarana Prasarana Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Hasil Pengendalian
Kesiapsiagaan Terhadap Operasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Operasi dan
Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana

Prasarana Prasarana

Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan

[Terhadap Bencana [Terhadap Bencana
Penyediaan Peralatan Kab. Purwakarta  Jumlah Peralatan 450.000.000 [Penyediaan Peralatan Kab. Purwakarta Pumlah Peralatan 450.000.000
Perlindungan dan Penyelamatan Diri bagi Perlindungan dan Penyelamatan Diri bagi
Kesiapsiagaan terhadap Individu Warga Kesiapsiagaan terhadap Individu Warga
Bencana Negara, Keluarga, Bencana Negara, Keluarga,

maupun Petugas maupun Petugas
Pengelolaan Risiko Bencana Kab. Purwakarta  Jumlah Dokumen 50.000.000 [Pengelolaan Risiko Bencana Kab. Purwakarta Pumlah Dokumen 50.000.000
Kabupaten/Kota IAnalisis Risiko Bencana Kabupaten/Kota Analisis Risiko Bencana

pada Kegiatan pada Kegiatan

Pembangunan yang Pembangunan yang

Mempunyai Risiko Tinggi Mempunyai Risiko Tinggi

Menimbulkan Bencana Menimbulkan Bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan Kab. Purwakarta  Jumlah Kawasan yang 50.000.000 [Penguatan Kapasitas Kawasan Kab. Purwakarta  Pumlah Kawasan yang 50.000.000
untuk Pencegahan dan Ditingkatkan untuk Pencegahan dan Ditingkatkan
Kesiapsiagaan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Kapasitasnya dalam

Pencegahan dan Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
Pengembangan Kapasitas Kab. Purwakarta  Jumlah Personil TRC 150.000.000 |Pengembangan Kapasitas Tim Kab. Purwakarta Pumlah Personil TRC 150.000.000
[Tim Reaksi Cepat (TRC) ang Dikembangkan Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang Dikembangkan
Bencana Kabupaten/Kota Kapasitas Teknis dan Kabupaten/Kota Kapasitas Teknis dan

Manajerialnya Manajerialnya
Penyusunan Rencana Kab. Purwakarta  Pumlah Dokumen 50.000.000 |Penyusunan Rencana Kab. Purwakarta  PJumlah Dokumen 50.000.000

Kontijensi

Rencana Kontinjensi
ang Dilegalisasi

Kontijensi

Rencana Kontinjensi
yang Dilegalisasi




(&)

Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Penting
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gladi Kesiapsiagaan Kab. Purwakarta  Pumlah Aparatur dan 300.000.000 |Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Kab. Purwakarta  Pumlah Aparatur dan 300.000.000
[Terhadap Bencana \Warga Negara yang Bencana \Warga Negara yang

Mengikuti Gladi Mengikuti Gladi

Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
Penyusunan Rencana Kab. Purwakarta  Jumlah Dokumen 50.000.000 [Penyusunan Rencana Kab. Purwakarta Pumlah Dokumen 50.000.000
Penanggulangan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Rencana
Kedaruratan Bencana Penanggulangan Bencana Penanggulangan

Kedaruratan Bencana Kedaruratan Bencana

(RPKB) yang (RPKB) yang
Pelatihan Keluarga Tanggap Kab. Purwakarta Uumlah Keluarga yang 50.000.000 [Pelatihan Keluarga Tanggap Kab. Purwakarta Jumlah Keluarga yang 50.000.000
Bencana Alam Mengikuti Pelatihan Bencana Alam Mengikuti Pelatihan

Keluarga Tanggap Keluarga Tanggap

Bencana Alam Bencana Alam
Pelayanan Penyelamatan Kab. Purwakarta lJumlah Sub Kegiatan 810.000.000 [Pelayanan Penyelamatan dan Kab. Purwakarta pumlah Sub Kegiatan 810.000.000
dan Evakuasi Korban Pelayanan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan
Bencana Penyelamatan dan Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Evakuasi Korban

Bencana Bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Kab. Purwakarta  Jumlah Laporan 50.000.000 [Respon Cepat Kejadian Luar Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 50.000.000
Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Koordinasi Respon Cepat Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Koordinasi Respon Cepat
Prioritas Kejadian Luar Biasa Prioritas Kejadian Luar Biasa

Penyakit/Wabah Prioritas Penyakit/Wabah Prioritas
Respon Cepat Darurat Kab. Purwakarta  |SK Penetapan Status 50.000.000 [Respon Cepat Darurat Kab. Purwakarta  |SK Penetapan Status 50.000.000

Bencana Kabupaten/Kota

Darurat Bencana dan
SKPDB yang Ditetapkan
Paling Lama 1x24 Jam
berdasarkan Hasil
Dokumen Laporan

Bencana Kabupaten/Kota

Darurat Bencana dan
SKPDB yang Ditetapkan
Paling Lama 1x24 Jam
berdasarkan Hasil
Dokumen Laporan




o

Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif E::‘atti::
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pencarian, Pertolongan dan Kab. Purwakarta  Pumlah Korban yang 110.000.000 [Pencarian, Pertolongan dan Kab. Purwakarta  Plumlah Korban yang 110.000.000
Evakuasi Korban Bencana Berhasil Ditemukan, Evakuasi Korban Bencana Berhasil Ditemukan,

Kabupaten/Kota Ditolong, dan Kabupaten/Kota Ditolong, dan

Dievakuasi Per Jenis Dievakuasi Per Jenis

Kejadian Bencana Kejadian Bencana
Penyediaan Logistik Kab. Purwakarta  Pumlah Korban 500.000.000 |Penyediaan Logistik Kab. Purwakarta  Plumlah Korban 500.000.000
Penyelamatan dan Evakuasi Bencana yang Penyelamatan dan Evakuasi Bencana yang
Korban Bencana Mendapatkan Korban Bencana Mendapatkan
Kabupaten/Kota Distribusi Logistik Kabupaten/Kota Distribusi Logistik

Penyelamatan dan Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Evakuasi Korban
Aktivasi Sistem Komando Kab. Purwakarta  Jumlah Laporan 50.000.000 |Aktivasi Sistem Komando Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan 50.000.000
Penanganan Darurat Pelaksanaan Aktivasi Penanganan Darurat Bencana Pelaksanaan Aktivasi
Bencana Sistem Komando Sistem Komando

Penanganan Darurat Penanganan Darurat

Bencana Bencana
Respon Cepat Bencana Non Kab. Purwakarta  |SK Penetapan Status 50.000.000 |Respon Cepat Bencana Non Kab. Purwakarta  [SK Penetapan Status 50.000.000
Alam Epidemi/Wabah Penyakit Darurat Bencana dan Alam Epidemi/Wabah Penyakit Darurat Bencana dan

SKPDB yang Ditetapkan SKPDB yang Ditetapkan

Paling Lama 1x24 Jam Paling Lama 1x24 Jam

berdasarkan Hasil berdasarkan Hasil

Dokumen Laporan Dokumen Laporan

Investigasi KLB dan Investigasi KLB dan

Epidemiologi Terpadu Epidemiologi Terpadu
Penataan Sistem Dasar Kab. Purwakarta PJumlah Sub Kegiatan 300.000.000 [Penataan Sistem Dasar Kab. Purwakarta flumlah Sub Kegiatan 300.000.000
Penanggulangan Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Penataan Sistem Dasar

Penanggulangan Penanggulangan

Bencana Bencana
Penyusunan Regulasi Kab. Purwakarta  Pumlah Dokumen 50.000.000 |Penyusunan Regulasi Kab. Purwakarta  flumlah Dokumen 50.000.000

Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota

Regulasi Pendukung
Penyelenggaraan

Penanggulangan
Bencana di Daerah

Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota

Regulasi Pendukung
Penyelenggaraan

Penanggulangan
Bencana di Daerah




Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Penting
Kegiatan (Rp.000) Kegiatan (Rp.000)

1 2 3 4 6 7 8 10
Penguatan Kelembagaan Kab. Purwakarta  Pumlah Dokumen Tata 50.000.000/Penguatan Kelembagaan Kab. Purwakarta  flumlah Dokumen Tata 50.000.000]
Bencana Kabupaten/Kota Kelola Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Kelola Kelembagaan

Bencana Daerah Bencana Daerah
Kerja sama antar Lembaga Kab. Purwakarta  Jumlah Dokumen 50.000.000|Kerja sama antar Lembaga Kab. Purwakarta  Pumlah Dokumen 50.000.000]
dan Kemitraan dalam Kerja Sama antar dan Kemitraan dalam Kerja Sama antar
Penanggulangan Bencana Lembaga dan Penanggulangan Bencana Lembaga dan
Kabupaten/Kota Kemitraan dalam Kabupaten/Kota Kemitraan dalam
Penanggulangan Penanggulangan
Pengelolaan dan Kab. Purwakarta Pumlah Data dan 50.000.000|Pengelolaan dan Kab. Purwakarta Pumlah Data dan 50.000.000)
Pemanfaatan Sistem Informasi Pemanfaatan Sistem Informasi
Informasi Kebencanaan Kebencanaan Informasi Kebencanaan Kebencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Kab. Purwakarta  Jumlah Laporan Hasil 50.000.000[Pembinaan dan Pengawasan Kab. Purwakarta  Pumlah Laporan Hasil 50.000.000]
Penyelenggaraan Binwas Penyelenggaraan Binwas
Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan
Penanggulangan Penanggulangan
Bencana Bencana
Penanganan Pasca bencana Kab. Purwakarta  Jumlah Dokumen 50.000.000|Penanganan Pasca bencana Kab. Purwakarta  Pumlah Dokumen 50.000.000]

Kabupaten/Kota

Penanganan Pasca
Bencana Kabupaten/Kota
Melalui Pengkajian
Kebutuhan Pasca
Bencana (JITU PASNA)
Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana (R3P)

Kabupaten/Kota

Penanganan Pasca
Bencana Kabupaten/Kota
Melalui Pengkajian
Kebutuhan Pasca
Bencana (JITU PASNA)
Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana (R3P)




2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja,
melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top down & bottom up”.
Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila
dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi
masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat
berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma
pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam
perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan
dengan amanat RPJMD Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembangunan
yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai
media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program
dan kegiatan SKPD.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta

Badan Penanggulangan Bencana Daearah Kabupaten Purwakarta

No |Program / Kegiatan / Sub Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan
Kegiatan Volume
1 2 3 4 5 6
2 IPROGRAM PENANGGULANGAN Kab. Persentase Pelayanan Informasi
BENCANA Purwakarta |Rawan
Bencana;
Kab. Persentase Pelayanan

Purwakarta |Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana;

Kab. Persentase Pelayanan
Purwakarta |Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kab. Jumlah Sub Kegiatan Pelayanan
KesiapsiagaanTerhadap Purwakarta |Pencegahandan Kesiapsiagaan
Bencana Terhadap Bencana
Pelatihan Keluarga Tanggap Kab. Jumlah Keluarga yang Mengikuti|10 Keluarga |Sub kegiatan dalam
Bencana Alam Purwakarta  |PelatihanKeluarga Tanggap rangkadukungan
Bencana Alam pelaksanaan tugas
dan fungsi Tim
Penggerak
Pemberdayaan dan
Kesejahteraaan
Keluarga (TP-PKK)
Kabupaten
Pelayanan Pencegahan dan Kab. Jumlah Sub Kegiatan
Kesiapsiagaan Terhadap Purwakarta Pelayanan Pencegahan dan
Bencana Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Kab. Jumlah Warga Negara dan 2 Dusun Usulan Langsung
Mitigasi Bencana Purwakarta [Aparatur yang Mengikuti (Dusun | dan |(masyarakat/Lembagal
Pelatihan Pencegahan dan Dusun Il) ) Kepala Desa

Mitigasi Bencana [Taringgul Tengah




BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dalam RPJMN 2020 - 2024 dimana terdapat 7 Agenda Prioritas Pembangunan
Nasional diantaranya yaitu :
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional  tersebut  dalam pelaksanaan
pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat
memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan
dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/kota. Dimana prioritas nomor enam merupakan prioritas yang sesuai
dengan Tugas dan tupoksi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Purwakarta. Penjabaran dari prioritas 6 (enam) yakni Pembangunan nasional perlu
memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup,
kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta
peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui
kebijakan : a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; b. Peningkatan ketahanan
bencana dan iklim; dan c. Pembangunan rendah karbon.

Sedangakan untuk Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023
Pemerintah Pusat sudah mengusung Tema “Peningkatan Produktivitas untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan tanggung jawab tugas pokok fungsi yang lebih luas dalam sub urusan
penanggulangan bencana demi tercapainya sasaran kebijakan pemerintah daerah
diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Purwakarta dapat
lebih memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat demi meningkatnya



keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Mewujudkan Purwakarta
Aman dari Bencana.
Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penaggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Purwakarta yang ingin dicapai yaitu :

1. Terpenuhinya dukungan manajemen Perkantoran.

2. Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
Sasaran tersebut diukur kerberhasilanya melalui 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Persentase pemenuhan dukungan manajemen Perkantoran

2. Indikator Kapasitas Daerah Bencana (IKD).

3.4 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 Sebagai
perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran rencana kerja ini, maka langkah selanjutnya harus dituangkan ke dalam
program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Adapun uraian program dan
kegiatan BPBD Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan dan
30 sub kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta tersaji dalam Tabel T-C.33.



Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Purwakarta

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun . Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Kode Pemerintahan Daerah Program/ 2023 Catatan Penting
danProgram/Kegiatan Kegiatan Lokasi C'I;agag;tn Kebutupf;agr:j Dana/ Sumber Dana C'I;a;g;tn Kc—:-butl:)f;e;r:j Dana/
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1| 05| 01| 2.01 Program Penunjang Capaian SAKIP Kab. PAD -
Urusan Pemerintahan PerangkatDaerah; Purwakarta
Daerah Persentase Kab. -
Kabupaten/Kota Pemenuhan Purwakarta
PenunjangPelayanan
Perkantoran
1)05 |01 |2.01 Perencanaan, Jumlah Sub Kegiatan Kab. 7 Sub Kegiatan PAD 3 Sub Kegiatan -
Penganggaran, dan Perencanaan, Purwakarta
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan
PerangkatDaerah EvaluasiKinerja Perangkat
Daerah
1 |05 |01(2,01 |01 |Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 10.000.000 PAD 1 Dokumen 10.500.000
Perencanaan Perencanaan Purwakarta
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1 |05 |01]2,01 |02 |Koordinasidan Jumlah Dokumen RKA- Kab. 1 Dokumen 10.000.000 PAD 1 Dokumen 10.500.000
Penyusunan Dokumen SKPD dan Laporan Hasil Purwakarta
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
1 |05 |01]2,01 |03 |Koordinasidan Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 10.000.000 PAD 1 Dokumen 10.500.000
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Purwakarta
Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
PenyusunanDokumen
Perubahan RKA-SKPD
1 |05 |01]2,01 |04 |Koordinasidan Jumlah Dokumen DPA- Kab. 1 Dokumen 10.000.000 PAD 1 Dokumen 10.500.000
Penyusunan DPA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil Purwakarta
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD




Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode Pemerintahan Daerah Program/ . 2023 Catatan Penting :
danProgram/Kegiatan Kegiatan Lokasi Targlztn(é?jzalan Kebutl.::;]agr:J Dana/ Sumber Dana Targz;(éijzalan KebutL'le:;r; Dana/
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 05 |01 2,01 |05 |Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 10.000.000 PAD 1 Dokumen 10.500.000
Penyusunan Perubahan Perubahan DPA-SKPD dan Purwakarta
DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
PenyusunanDokumen
Perubahan DPA-SKPD
1 |05 |01]2,01 |06 |Koordinasidan Jumlah Laporan Capaian Kab. 1 Laporan 10.000.000 PAD 1 Laporan 10.500.000
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Purwakarta
Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Hasil Koordinasi
SKPD PenyusunanlLaporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1 |05 |01]2,01 |07 |EvaluasiKinerja Jumlah LaporanEvaluasi Kab. 1 Laporan 20.000.000 PAD 1 Laporan 21.000.000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Purwakarta
1/05 |01 |2.02 Administrasi Jumlah Sub Kegiatan Kab. 5 Sub Kegiatan PAD 5 Sub Kegiatan -
KeuanganPerangkat Administrasi Keuangan Purwakarta
Daerah Perangkat Daerah
1 |05 |01]2,02 |01 |Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Kab. 17 Orang/ Bulan 2.500.000.000 PAD 17 Orang/ Bulan 2.625.000.000
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Purwakarta
Tunjangan ASN
1 |05 |01]2,02 |02 |Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Kab. 1 Dokumen 10.000.000 PAD 1 Dokumen 10.500.000
Administrasi Penyediaan Administrasi Purwakarta
Pelaksanaan TugasASN Pelaksanaan Tugas ASN
1 |05 |01]2,02 |04 |Koordinasidan Jumlah dokumen Kab. 1 Dokumen PAD 1 Dokumen -
Pelaksanaan Akuntansi koordinasi dan Purwakarta
SKPD pelaksanaan Akuntansi
SKPD
1 |05 |01]2,02 |05 |Koordinasidan Jumlah Laporan Keuangan Kab. 1 Laporan 10.000.000 PAD 1 Laporan 10.500.000
Penyusunan Laporan Akhir TahunSKPD dan Purwakarta
Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD




Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun . Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Kode Pemerintahan Daerah Program/ . 2023 Catatan Penting :
danProgram/Kegiatan - . Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 05 |01 /2,02 |07 |Koordinasi dan Jumlah Laporan Kab. 1 Laporan 10.000.000 PAD 1 Laporan 10.500.000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Purwakarta
Keuangan Triwulanan/ Semesteran
Bulanan/Triwulanan/S SKPD danlLaporan
emesteran SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
1/05 (01 |2.03 Administrasi Barang Jumlah Sub Kegiatan Kab. 3 Sub Kegiatan PAD 1Sub Kegiatan -
MilikDaerah pada Administrasi Barang Purwakarta
Perangkat Daerah MilikDaerah pada
Perangkat Daerah
1 05 |01 (2,03 |01 |Penyusunan Perencanaan |Jumlah Rencana Kab. 1 Dokumen 10.000.000 PAD 1 Dokumen 10.500.000
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Purwakarta
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
1 |05 |01]2,03 |03 |Koordinasidan Penilaian |Jumlah Laporan Hasil Kab. 1 Laporan 10.000.000 PAD 1 Laporan 10.500.000
Barang MilikDaerah SKPD | Penilaian Barang Milik Purwakarta
Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian
Barang Milik Daerah
SKPD
1 |05 |01]2,03 |05 |Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Kab. 1 Laporan 10.000.000 PAD 1 Laporan 10.500.000
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Purwakarta
Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan
pada SKPD Barang Milik Daerah
pada SKPD
1105 |01 |2.05 Administrasi Jumlah Sub Kegiatan Kab. 6 Sub Kegiatan PAD 3 Sub Kegiatan -
KepegawaianPerangkat |Administrasi Purwakarta
Daerah KepegawaianPerangkat
Daerah
1 |05 |01[2,05 |01 |Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan Kab. 2 Unit 15.000.000 PAD 2 Unit 15.750.000
Prasarana Disiplin Sarana dan Prasarana Purwakarta
Pegawai Disiplin Pegawai
1 |05 |01]2,05 |02 |Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Kab. 60 Paket 150.000.000 PAD 60 Paket 157.500.000
Dinas Beserta Atribut Dinas beserta Atribut Purwakarta
Kelengkapannya Kelengkapan




Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun . Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Kode Pemerintahan Daerah Program/ : 2023 Catatan Penting :
danProgram/Kegiatan - . Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 05 |01]2,05 |03 |Pendataan dan Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 10.000.000 PAD 1 Dokumen 10.500.000
Pengolahan Administrasi | Pendataan dan Purwakarta
Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
1 |05 |01[2,05 |04 |Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Kab. 1 Dokumen 10.000.000 PAD 1 Dokumen 10.500.000
Pelaksanaan Sistem Koordinasi dan Purwakarta
Informasi Pelaksanaaan Sistem
Kepegawaian Informasi Kepegawaian
1 05 |01 (2,05 |05 | Monitoring, Evaluasi, |Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 10.000.000 PAD 1 Dokumen 10.500.000
dan Penilaian Kinerja | Monitoring, Evaluasi, Purwakarta
Pegawai dan Penilaian Kinerja
Pegawai
1 |05 |01]2,05 |09 |Pendidikan dan Jumlah Pegawai Kab. 3 Orang 100.000.000 PAD 3 Orang 105.000.000
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Purwakarta
Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang Mengikuti
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
1/05 |01 |2.06 Administrasi Jumlah Sub Kegiatan Kab. 8 Sub Kegiatan PAD 7 Sub Kegiatan -
UmumPerangkat Administrasi Purwakarta
Daerah UmumPerangkat
Daerah
1 |05 |01]2,06 |01 |Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Kab. 2 Paket 150.000.000 PAD 2 Paket 157.500.000
Instalasi Instalasi Listrik/ Purwakarta
Listrik/Penerangan Penerangan Bangunan
Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
1 |05 |01(|2,06 |02 |Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Kab. 2 Paket 200.000.000 PAD 2 Paket 210.000.000
dan Perlengkapan Kantor |dan Perlengkapan Purwakarta
Kantor yang Disediakan
1 |05 |01(2,06 |03 |Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Kab. 2 Paket 75.000.000 PAD 2 Paket 78.750.000
Rumah Tangga RumahTangga yang Purwakarta
Disediakan
1 |05 |01[2,06 |04 |Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Kab. 6 Paket 25.000.000 PAD 6 Paket 26.250.000
Logistik Kantor Logistik Kantor yang Purwakarta
Disediakan




Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun . Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Kode Pemerintahan Daerah Program/ : 2023 Catatan Penting :
danProgram/Kegiatan - . Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 05 |01 2,06 |05 |Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Kab. 2 Paket 25.000.000 PAD 2 Paket 26.250.000
Cetakan dan Cetakan dan Purwakarta
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
1 |05 |012,06 |08 |Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Kab. 36 Laporan 25.000.000 PAD 36 Laporan 26.250.000
Tamu Fasilitasi KunjunganTamu Purwakarta
1 |05 |01[2,06 |09 |Penyelenggaraan Jumlah Laporan Kab. 120 Laporan 100.000.000 PAD 120 Laporan 105.000.000
Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Purwakarta
Konsultasi SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1 05 |01 (2,06 |11 |Dukungan Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 10.000.000 PAD 1 Dokumen 10.500.000
Pelaksanaan Sistem Dukungan Pelaksanaan Purwakarta
Pemerintahan Berbasis Sistem Pemerintahan
Elektronik pada SKPD BerbasisElektronik pada
SKPD
1105 |01 |2.07 Pengadaan Barang Milik |Jumlah Sub Kegiatan Kab. 7 Sub Kegiatan PAD 4 Sub Kegiatan -
Daerah Penunjang Pengadaan Barang Milik Purwakarta
UrusanPemerintah Daerah Penunjang
Daerah UrusanPemerintah
Daerah
1 |05 |01(2,07 |01 |Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Kab. 1 Unit 350.000.000 PAD 1 Unit 367.500.000
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Purwakarta
Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
1 |05 |01(2,07 |02 |Pengadaan Kendaraan| Jumlah Unit Kendaraan Kab. 1 Unit 449.032.761 PAD 1 Unit 471.484.399
Dinas Operasional atau| Dinas Operasional atau Purwakarta
Lapangan Lapangan yang Disediakan
1 |05 |01(2,07 |05 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Kab. 2 Item 75.000.000 PAD 2 ltem 78.750.000
yang Disediakan Purwakarta
1 05 |01 2,07 |06 | Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan Kab. 2 Unit 15.000.000 PAD 2 Unit 15.750.000
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya Purwakarta
yang Disediakan




Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun . Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Kode Pemerintahan Daerah Program/ : 2023 Catatan Penting :
danProgram/Kegiatan - . Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |05 |01(2,07 |09 |Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kab. 1 Unit 132.500.000 PAD 1 Unit 139.125.000
Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Purwakarta
Lainnya Lainnya yang
Disediakan
1 |05 |01(2,07 |10 |Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Kab. 5 Unit 75.000.000 PAD 5 Unit 78.750.000
Prasarana Gedung Kantor | Prasarana GedungKantor Purwakarta
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan
1 05 |01 (2,07 |11 |Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Kab. 2 Unit 75.000.000 PAD 2 Unit 78.750.000
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Purwakarta
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunanlainnya yang
Disediakan
1/05 |01 |2.08 Penyediaan Jasa Jumlah Sub Kegiatan Kab. 4 Sub Kegiatan PAD 3 Sub Kegiatan -
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Purwakarta
Pemerintahan PenunjangUrusan
Daerah Pemerintahan
Daerah
1 |05 |01[2,08 |01 |Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Kab. 1 Laporan 10.000.000 PAD 1 Laporan 10.500.000
Menyurat Penyediaan Jasa Surat Purwakarta
Menyurat
1 05 | 012,08 |02 |Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kab. 3 Laporan 100.000.000 PAD 3 Laporan 105.000.000
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Purwakarta
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
1 |05 |01]2,08 |03 |PenyediaanJasa Jumlah Laporan Kab. 1 Laporan 10.000.000 PAD 1 Laporan 10.500.000
Peralatan dan Penyediaan Jasa Purwakarta
Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1 |05 |01|2,08 |04 |Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kab. 1 Laporan 1.765.000.000 PAD 1 Laporan 1.853.250.000
Pelayanan UmumKantor | Penyediaan Jasa Purwakarta
Pelayanan UmumKantor
yang Disediakan




Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun . Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Kode Pemerintahan Daerah Program/ : 2023 Catatan Penting :
danProgram/Kegiatan - . Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 05 |01 |2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah Sub Kegiatan Kab. 7 Sub Kegiatan PAD 5 Sub Kegiatan -
MilikDaerah Penunjang |Pemeliharaan Barang Purwakarta
Urusan Pemerintahan MilikDaerah Penunjang
Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
1 |05 |01|2,09 |01 |Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kab. 2 Unit 35.000.000 PAD 2 Unit 36.750.000
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Purwakarta
Pemeliharaan dan Pajak | Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan
Dinas atauKendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
1 |05 [01]2,09 |02 |Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Kab. 7 Unit 38.000.000 PAD 7 Unit 39.900.000
Pemeliharaan, Biaya Operasional atauLapangan Purwakarta
Pemeliharaan, Pajak,dan |yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas | dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan | Perizinannya
1 |05 |01[2,09 |05 |Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Kab. 5 Unit 12.000.000 PAD 5 Unit 12.600.000
Dipelihara Purwakarta
1 |05 |01[2,09 |06 |Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Kab. 3 Unit 15.000.000 PAD 3 Unit 15.750.000
Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang Purwakarta
Lainnya Dipelihara
1 05 |01 (2,09 |09 | Pemeliharaan/Rehabilit asi| Jumlah Gedung Kantordan Kab. unit 30.000.000 PAD unit 31.500.000
Gedung Kantor dan| Bangunan Lainnyayang Purwakarta
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1 |05 |01|2,09 |10 |Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Sarana dan Kab. unit 30.000.000 PAD unit 31.500.000
Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung Kantor Purwakarta
Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 05 |01[2,09 |11 |Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Sarana dan Kab. unit 30.000.000 PAD unit 31.500.000
Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung Purwakarta
Pendukung Gedung Kantor| Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi




Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode Pemerintahan Daerah Program/ 2023 Catatan Penting
danProgram/Kegiatan - . Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Sumber Kinerja Pagu
Kinerja Indikatif Dana Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1| 05|03 PROGRAM Persentase Pelayanan Kab. PAD -
PENANGGULANGA Informasi Rawan Purwakarta
N BENCANA Bencana;
Persentase Kab. PAD -
Pelayanan Purwakarta
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
TerhadaBencana;
Persentase Kab. PAD -
Pe|ayanan Purwakarta
Penyelamatandan
Evakuasi Korban
Bencana
1105 |03 |2.01 Pelayanan Pelayanan Informasi Kab. 2 Sub Kegiatan PAD 2 Sub Kegiatan -
InformasiRawan RawanBencana Purwakarta
Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1 |05 |03|2,01 |01 |Penyusunan KajianRisiko [Jumlah Dokumen Kajian Kab. 1 Dokumen 400.000.000 PAD 1 Dokumen 420.000.000
Bencana Risiko Bencana Purwakarta
Kabupaten/Kota yang Dilegalisasi
1 |05 |03]2,01 |02 |Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Orang yang Kab. 100 Orang 285.985.756 PAD 100 Orang 300.285.044
Informasidan Edukasi (KIE) | Mendapatkan Sosialisasi, Purwakarta
Rawan Bencana Komunikasi, Informasi
Kabupaten/Kota (Per Jenis | dan Edukasi (KIE) Rawan
Bencana) Bencana Kabupaten/Kota
(Per Jenis Bencana)
Secara Tatap Muka
kepada Penduduk yang
Tinggal di Daerah Rawan
Bencana Sesuailenis
Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat
Tinggalnya




Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun . Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Kode Pemerintahan Daerah Program/ : 2023 Catatan Penting :
danProgram/Kegiatan - . Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 05 |03 [2.02 Pelayanan Pencegahan |Jumlah Sub Kegiatan Kab. 11 Sub PAD 11 Sub Kegiatan -
danKesiapsiagaan Pelayanan Pencegahan Purwakarta Kegiatan
Terhadap Bencana danKesiapsiagaan
Terhadap Bencana
1 |05 |03]2,02 |01 |Penyusunan Rencana Jumlah DokumenRencana Kab. 1 Dokumen 325.000.000 PAD 1 Dokumen 341.250.000
Penanggulangan Bencana | Penanggulangan Bencana Purwakarta
Kabupaten/Kota yang Dilegalisasi
1 |05 |03]2,02 |02 |Pelatihan Pencegahan Jumlah Warga Negaradan Kab. 50 Orang 150.000.000 PAD 50 Orang 157.500.000
dan Mitigasi Bencana Aparatur yang Mengikuti Purwakarta
Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan
dan Mitigasi Bencana
1 |05 |03]2,02 |03 |Pengendalian Operasi Jumlah Dokumen Hasil Kab. 1 Dokumen 200.000.000 PAD 1 Dokumen 210.000.000
dan Penyediaan Sarana Pengendalian Operasi dan Purwakarta
Prasarana Kesiapsiagaan | Penyediaan Sarana
Terhadap Bencana Prasarana Kesiapsiagaan
Kabupaten/Kota Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
1 05 |03 2,02 |04 |Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Kab. 5 Unit 450.000.000 PAD 5 Unit 472.500.000
Perlindungan dan Penyelamatan Diri bagi Purwakarta
Kesiapsiagaan terhadap Individu Warga Negara,
Bencana Keluarga, maupun Petugas
1 |05 |03]2,02 |05 |Pengelolaan Risiko Ju